SALINAN

WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 18 TAHUN 2024

TENTANG

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2025

Menimbang : a.

Mengingat : 1.

— 3

(A

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DENPASAR,

bahwa untuk terciptanya efektifitas, tertib administrasi,
akuntabilitas dan transparasi dalam rangka perencanaan,
pengelolaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2025, diperlukan harga satuan pokok
kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pemerintah
daerah;

bahwa berdasarkan ketentuan Lampiran Bab II.D.1.o Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman
Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mengamanatkan bahwa
analisis standar belanja dan standar teknis dan standar harga
satuan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Walikota tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan Tahun 2025;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terkhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun
2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Menetapkan :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia
Nomor 6841);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG HARGA SATUAN POKOK
KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.

3. Walikota adalah Walikota Denpasar.

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Daerah.

a

Desa adalah Desa di Daerah.

6. Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disingkat HSPK adalah
harga untuk setiap pekerjaan yang terdiri dari beberapa komponen dengan
nilai koefisien yang berdasarkan perhitungan Standar Nasional Indonesia
dengan penentuan besaran nilai koefisien disesuaikan dengan metoda
pelaksanaan yang akan diterapkan.



(1)

(2)

(1)

(2)

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
selanjutnya disebut RKA-SKPD adalah dokumen yang memuat rencana
pendapatan dan belanja PD atau dokumen yang memuat rencana
pendapatan, belanja, dan pembiayaan PD yang melaksanakan fungsi
bendahara umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan
rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Rencana Kegiatan Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa
adalah dokumen perencanaan yang memuat pokok kebijakan
pembangunan Desa dan menuntun ke arah tujuan pencapaian visi dan
misi Desa.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini sebagai pedoman dalam
penyusunan RKA-SKPD tahun anggaran 2025 dan RKP Desa tahun
anggaran 2025.

Tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini untuk meningkatkan
efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam perencanaan, pelaksanaan
dan pengendalian anggaran belanja.

BAB II
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
Pasal 3

HSPK tahun anggaran 2025 merupakan pembakuan biaya kegiatan fisik
dan/atau non fisik melalui analisis yang distandarkan untuk jenis
komponen kegiatan dengan menggunakan standar barang, harga satuan
barang, dan upah/honorarium sebagai elemen penyusunnya.

HSPK tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan standar harga tertinggi terhadap barang dan jasa yang
didalamnya sudah termasuk pajak.

HSPK tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Walikota ini.

BAB III
PELAKSANAAN HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN
Pasal 4

HSPK tahun anggaran 2025 menjadi dasar dalam penyusunan RKA-SKPD
tahun anggaran 2025 dan APB Desa tahun anggaran 2025.

HSPK tahun anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
pedoman PD dan Desa dalam melaksanakan kegiatan anggaran belanja PD
dan Desa.



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 16 Mei 2024

WALIKOTA DENPASAR,
ttd.

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 16 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,
ttd.

IDA BAGUS ALIT WIRADANA
BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024 NOMOR 18

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh:
KEPALA BAGIAN HUKUM

KOMANG LESTARI KUSUMA DEWI, SH.,MH.
Pembina Tk.I/ IV/b

NIP. 19750917 199903
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